BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTCN
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Menmmbang :

Mengingal

KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Dacrah RKabupaten Buton Nomor G Tahun 2016 tentang
Pembentulkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perlu  menetapkan Peraturan  Bupati | Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungs serta tata
kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Buton;

1. Pasal 18 Ayat (f) UIndang-lIndang Nasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tzhun 2004
tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tertang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomwor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725.)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahbun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomnr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ientang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia



Menelapkan :

10.

Tahun 2014 Nomor 6 , Tambsahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomnor 5494 )

Undang-Uncang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaa Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagoomana
relah heherapa kali dinbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahen Kedua
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentzang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomor 5679);

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

DPeratuwran Presiden Nommor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi  Kementerian Negara (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Dacrah Olonom (Lembaran Dacrab Kabupatlen Bulun
Tahun 2016 Nomor 112);

Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentnkan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGCANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERIA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan ini, yvang dimaksud dengan:

g B w D

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wiakil Bupati adalah Wakil Bupati Duton.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, yang selanjuinya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah

Kabupaten Buton.



LU,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah vang
selanjutnya disebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dacrah adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah
Kabupaten Buton.

Kepala Diras Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah adalah
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buton.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Dacreh Kabupaten Buton.

Sekretaris Dmas vang selanjuilnya disebut Sekretans
adalah Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Buton.

. Bidang adalah Bdang padaz Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Deereh Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Deerah Kabupaten Buton.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepzla Sub Bagian pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Deerah Kabupaten Duton.
Sekst sdalah Seksi pada Dinas Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebul
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton yang
melaksanakan kegiatan tecknis operasional danj/atau
kegiatan teknis tertentu.

Kelompok .Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Mfangsicnal di  lingkungan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.



)

2)

3)

4)

)

BAE 11
KEDUDUKAN

Pazal 2

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
Dinas Kearsipan cdan Perpustakaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Diras yang
berkedudukan di bawah dan beranggungiawab  kepada
Bupati melalui Sckretans Dacrah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah adalah Dinas
Daerah Tipe B.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
Sekretanat;
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
Bidang Pengelolasn Arsip;
Bidang Perpustakaan;

UFTL; dan

g.  Kelompok Jabatan Fungsivnal.
Sckretariat schagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf
b terdiri atas :

a.  Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor: dan

L. Subbagian Kepegawalan,Umum dan Perlengkapan
Bidang Pembinaan den Pengawas Kearsipan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan Pcrangkat Daerah.

k. Seksi Pembinaan Perusahaan,Ormas/Orpol .

c. Beksi Pengawasan dan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada Ayal
(2) Huruf d terdiri atas

a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis

b.  Seksi Akuisisi, Pengnlahan dan Preservasi

¢c. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2]
Huruf e terdin atas :

a. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan

Konservasi Bahan Perpustakaan
b. Seksi Layanan,Ahh Media dan Otomasi Perpustakaan
c. Seksi Pengembanggan Perpustakaan dati Pembudayaan
Kegemaran Membaca.

™o a0



(7) Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
Pagal 4

Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang herada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat [2) hurul
c,huruf d dan hurul edipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas melalu: Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [3),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (4), Avat (5)
dan Ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang
masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pazal &

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai

tugas membantu Bupati dalam mclaksanakan urusan

Pemerintahan yvang menjad: kewenangan Daerah dan Tugas

Pembatuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang

Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)

menyelenggarakan [ungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan Evaluas: dan Pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnyd,

d. Pelaksanaan adminsitrasi dines scsuai dengan linglup
tugasnya;

e. prlaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6
KEepala Dinas mempunval tugas memimpin dan
melaksanakan urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah dibidang Kearsipan can perpustakaan
daerah berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan



(2)

(1)

pelaksanaan kegiatan dibidang Kearsipan dan perpustakaan
daerah serta membina hubungan kerja dengan instansi
Pemecnintah, Swasta dan Letubapga Kemasyarakatan lainnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Memimpin dinas arsip daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

L. Meruwmuskan  kebijakan  penyelenggaraan  kearsipan
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

c. Menctapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas vang
menjadi tanggung jawsbnya;

d. Membina penyelenggaraan kearsipan daerah pada
Pcrangkat Dacrah, perusahaan swasta, organisasi
kemasyarskatan/QOrganisasi politik, lemhbaga pendidilean,
kecamatan, dan desa/kelurahan atau vyang disebut
dengan nama lain dan masyarakat;

€. Melakukan pengawasan kearsipan daerah pada Perangkat
Daerah, perusahaan swasta, organisasi
kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga pendidikan,
kecamatar, dan desa/kelurahan atau yang disebut
dengan nama lain;

. Menyclenpgarakan pengelolaan arsip dinarnis;

Menyelenggaralan pengelolaan arsip stalis;

Menyvelenggarakan pelayanan, dan pemanfaatan arsip;

dan

1. Menyelengparakan perencanaan, kerjasama, hukum,
hubungan masyarakat, kepecgawaian, kcuangan, cvaluasi
dan pelaporan, serta umum.

3+ Menvusun rencana daerah di bidang kearsipan berdasarkan
rencana nasional:

k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di hidang
kearsipan;

= .

. Perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang
kearsipan;

m. Membina pengelolaan arsip kepada perangkat daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan,

n. Melakukan pengawasan internal kepada perangkat
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politils, dan organisasi kemasyarakatan;

0. Melaksenakan penyclamatan serta pelestarian arsip vital dan
arsip terjaga sehagai aset nasional yang berada di daerah;

p. Memberikan layanan dan psmanfaatan arsip statis.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Fagzl 7
Sekretaris Dinas mempunyai tugas Melaksanakan tugas
kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan
keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumenproduk



hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan
pengelolaan kepegawaian.

(2) Sckretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Ayal (1) menyelenggarakan fungsi .

a. Koordinsi, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan fugas
dan lungsi organisasi,

b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian
meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan
pelaporan dan kepegawaian,

c. Penyelenggaraan urusan Keuangan, tata usaaha, dan
perlengkapan  meliputi urusan persuratan, kersipan,
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi peoncatatain asct,
dan perlengkapan.

Pasal 8

Kepala BSub Baglan perencanaan, Keuangan dan Evapor,
mempunyai tugas Melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan
keuangan, dan Evaluasi Pelaporan internal satuan kerja

Pasal 9
Kepala 3ub Bagian Kepegawalan,Umum  dan Perlengkapan,
mempunyai tugas Mclaksanakan tugas pengelolaan Kepegawaian,
dokumentasi produk hukum  bidang Kearsipan dan
perpustalkaan daerah dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga
dan pengelolaan Sarat menyurat

Bagian Keempat
Hidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan

Pasal 10

(1} Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan
mempunyal tugas Menvelenggarakan Perumusan Kebijakan
texnis,pemberian bimbingan, Supervisi,Pemantauan dan
Evaluasi Penyclenggaraan Kearsipan.

[2) Kepaln Bidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat 1
menyelenggarakan fungsi ;

a. koordinagi penyelenggaraan kearsipan;

b.penyviapan bahan penyvusunan kebutuhan dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia kearsipan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
kearsipan;

d.pemberian  bimbingan, supervisi,  dan koosultasi
pelaksanaan kearsipan;

e. pelaksanaan sosialisasi kearsipan; dan

[. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan
kearsipan.



Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah mempunyai tugas
Melaksanakan Perencanaan,Sosialisasi den Penyuluhan
Kearsipan pada Perangkat Dacrah dan Lembaga Kearsipan
Daerah ;

Pazal 12

Repala Scksi Pembinaan Perusahaan,Ormas/Orpol mempunvai
tugas Mclaksanaan Perencanaan, Binbingan Kearsipan serta
melakukan Pemantauan Supervisi dan Evaluasi Kearsipan pada
Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik dan
Masyarakat baik di Desa/Kelurahan ztau yang disehut dengan
nama lain yang sejenis

Pasal 13

Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas
Melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengawasan kearsipan,melaksanakan program pengawasan
kearsipan serta melakukan penilaian dan monitoring hasil

pelgdawasan kearsipan ;
Bagian Kelima
Bidang Pergelolaan Arsip
Pasal 11

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai
tugasMelaksanakan sebagian tugas Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Deaerah di bidang Pengelolaan Arsip meliputi

perumusan kebijakan Pengelolaan arsip
dinamis, pelaksanaan alih media dan  reproduksi
arsip,pelaksanaan prrelresian arsip serla usulan

pemusnahan dan akuisisi arsip;

(2) Dalam meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
pasal 14, Bidang Pengelolean Arsip menyvelenggarakan fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan
arsip dinamis;

b. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan

arsip stafis;

pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;

pelaksanaan pengolahan arsip; dan

0

i

o0

pelaksanaan preservasi arsip.

Pasal 15

Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis mempunyai  hagas
Melaksanakan sebagian tugas pengelolaan arsip dalam
menyiapkan daftar arsip aktif dan arsip inaktif serta melakukan
pengaturan fisik aktif, pengolahan informasi dan pemindahan
arsip inaktifl di lingkungan pemerintah daerah.



Pasal 16

Kepala Seksi Akusisi,Pengolahan dan Preservasi mempunyai tugas
Meclaksanakan monitoring,penilaian dan ferifikasi terhadap fisik
dan daftar arsip,serta melaksanakan Perawaten,perbaikan dan
penvelamatan Arsip statis akibat bencana serta melakukan
Pengujian Autensitas Arsip statis.

Pasal 17

Kepala Seksi Leyanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyail tugas
Mclaksanaan Layanan Arsip stals dan dinamis,serta penyiapan
bahan dalam penerbitan naskah sumbcr aktif dan Pameran arsip
statis dalam mengelola pengaduan dari masyarakat,

Bagian Keenam
Bidang Perpustakaan
Pasal 18
(1) Kepala Bidang Perpustakaan mempLnyal tugas
Melaksanakan sebagaian tugas Dinzs Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah dalam pengembangan kolcksi, otomasi
perpustakaan dan pembudayaan kegermaran membaca.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyviapkan bahan perumusan kebijaken di  bidang
perpustakaan;

b. Menyiapkan bzhan pelaksanaan kebijakan bidang
perpustakzan,

¢. Menyiapkan bahan penyusurnan norme,standar, prosedur,
dan kriteria layanan infrastruktur dan informasi bidang
perpustakaan,

d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis layanan
infrastruktur dan informasi bidang perpustakaan;

e. Melaksanakan pemantauan, eveluasi dan pelaporan
bidang perpustakaan;

. Mengkoordinasikan dan mcrencanakan kerjasama  teknis
dalam bidang perpustakasn;

g. Melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 19
Kepala Seksi Pengembangan Koleksi Pengolahan, dan Konservasi
Bahan Perpustakaan mempunyai tugas Mengembangkan koleksi
daerah,pengadaan bahan perpustakaan melaksanakan konservasi
dengan melalkulcan pelestarian fisik perpustakaan termasuk
naskah kuno melalui perawalan,restorasi dan membual sarana

penyimpanarn bahan perpustakaar.



Pasal 20

Kepala Seksi Layanan, Ahli media, dan Otomasi Perpustakaan
mempunyai tugas Melaksanakan pelayanan dan kerjasama
perpustakaan meliputi antara lain layanan sirkulasi,rujukan dan
layanan estensi,pelaksanaan alih media dengan melakukan
pelestarian isi/nilai informas: bahan perpustakaan termasuk

naskah kuno dan pelaksanaan ptomasi perpustakaan.

Pasal 41
Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayvaan
Kegemaran Membaca mempunyai tugas Melakukan kcordinasi
pengembangan perpustakaan antara lain dengan sosialisasi serta
evaluasi pengembangan sarana pecrpustakaan scrta mclakulkan
pendataan tenaga perpustakaan,bimbingan teknis serta evaluasi

pembinaan tenaga perpustakaan.

BABYV
TATA KERJA

Pasal 22
Setiap unsur di Lingkungan Dinas Keersipan dan Perpustakaan
Daerah dslam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan
prinsip  kourdinasi, inlegrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkurgan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sendiri
maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan /atau

lembaga Lain yang terkait.
Pasal 23

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkocrdinasikan hawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pclaksanaan tugas sesuai dengan uraian
tuges yang telah ditetapkan.

(2) Penverahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan  dipatuhi oleh  bawahan  secara
bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi di bawahnva.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setap pejabat
di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dapat
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya

sestai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 26
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon ITb atau
jabalan pimpinan Linggi pratama.
(2) Sckretaris Dinasmerupakan jabatan strukural eselon llla atau
jabatan administrator.
(3] Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau
jabatan administrator.
(4) Kepala subbagian dan Kepala Scksi mcerupaken jabatan
struktural eselon TVa arau jabatan pengawas.
(5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau

japatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTDdan Pejabat Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Teta cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan



BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28
(1) Segala biaya vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpuistakaan Daerah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

BAE VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasgal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian

diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Pasal 30

(1) Di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dapat
dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban
kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

(2) Pembcntukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

tersendiri.

Pasal 11
Di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dacrah dapat
diventuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebuluhan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BARB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pelaksanasn Tngas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam

DNeraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017,



BAB X
PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
Peraturan Bupati Ruton Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Komunikasi Informatika
PDE,Arsip dan Perpustakaarn Kabupaten Buton,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraiuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peramaran Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupatcn Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF _
Sl l UPATI BUTON,
pst 3
-"rSc&C \Comwgo

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Wolooy  Crigtey

T,




BAB X
PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
Peraturan Bupati Riton Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badau Kumunikasi Informatika
PDE,Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peratuiran Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal {3 Oktober 2016

PARAF
b 2 BUPATI BUTON,
e Womong Cap/TTD
gy Wt @’1 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
oy Orey 1

Diundangka
pada tanggal

1 Pasarwajo

OV TOREN- 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN,

KA M, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 1983903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .12Z .
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